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1. Pimpinan Kementerian/Lembaga

2. Gubernur/Bupati/Wali Kota

3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
4. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP)

Di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR HK.02.01/MENKES/4400/2021
TENTANG
PROTOKOL KESEHATAN PENGAWASAN PELAKU PERJALANAN
DARI LUAR NEGERI ATAU KE LUAR NEGERI

Dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19),
pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk melaksanakan Pembatasan Sosial
Berskala Besar (PSBB) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam
Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Mengingat pelaku perjalanan (awak, personel dan penumpang) baik WNI maupun
WNA yang datang dari luar negeri atau berangkat ke luar negeri melalui bandar
udara/pelabuhan/pos lintas batas darat negara (PLBDN), dapat menjadi faktor risiko
kesehatan dalam penyebaran COVID-19. Oleh karena itu protokol kesehatan terkait
dengan pengawasan pelaku perjalanan dari luar negeri atau ke luar negeri perlu diatur
lebih ketat dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19 di dalam negeri, serta
untuk memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat.

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan dukungan dan kerja sama
kementerian/lembaga, pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga
kesehatan, dan otoritas pintu masuk negara, dalam melakukan pengawasan pelaku

perjalanan dari luar negeri atau ke luar negeri.
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Mengingat ketentuan:
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3237);
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan;
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah
Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala
Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
(COVID-19);
Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan
Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam
Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 26 Tahun 2020 tentang Visa dan Izin
Tinggal dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan

Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19);
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12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang
Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19);

13. Peraturan Menteri Perhubungan 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi
Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 41
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18
Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan
Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan kepada seluruh
pimpinan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk memberlakukan dan
menerapkan:.

A. Protokol Kesehatan Pengawasan Pelaku Perjalanan Dari Luar Negeri, sebagai
berikut:

1. Seluruh pelaku perjalanan (awak, personel dan penumpang) moda
transportasi baik pribadi maupun umum harus dalam keadaan sehat dan
menerapkan prinsip-prinsip pencegahan dan pengendalian penyakit Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) yaitu dengan menggunakan masker, mencuci
tangan pakai sabun atau menggunakan hand sanitizer, menjaga jarak satu
sama lain (physical distancing), dan menggunakan pelindung mata/wajah,
serta menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

2. Seluruh pelaku perjalanan yang akan melakukan perjalanan dari luar negeri
harus:

a. Memiliki surat keterangan kesehatan (health -certificate) yang
membuktikan hasil pemeriksaan PCR negatif yang berlaku paling lama
72 jam atau 3 (tiga) hari sejak diterbitkan sampai dengan proses
pelaporan keberangkatan (check in); dan

b. Mengunduh aplikasi electronic Health Alert Card (eHAC) melalui Google
Play/App Store pada smart phone, atau dengan mengakses melalui
inahac.kemkes.go.id dan mengunggah hasil pemeriksaan PCR nya atau
vaksinasi yang telah dilakukan ke dalam aplikasi eHAC, serta mengisi
formulir Kartu Kewaspadaan Kesehatan atau Health Alert Card (HAC)
pada aplikasi eHAC.

3. Surat keterangan kesehatan (health certificate) yang membuktikan hasil
pemeriksaan PCR sebagaimana dimaksud angka 2 huruf a untuk selanjutnya
disebut Surat Keterangan PCR diterbitkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan
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